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PENDAHULUAN

A. Pengembangan Materi Buku

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
telah memberikan tanggung jawab bagi desa untuk berperan besar
dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. Tanggung jawab ini
diberikan UU tersebut dengan disertai pemberian kewenangan
kepada desa berupa kewenangan asal-usul, kewenangan lokal skala
desa, dan melaksanakan penugasan dari tingkat pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pemberian segenap kewenangan desa ini, diikuti dengan penyerahan
sumber daya dan sumber dana yang berdasarkan pada prinsip
“money follow function”. |

Berdasarkan kewenangan dan sumber daya yang diatur UU
tersebut, desa melaksanakan pembangunan untuk lingkup wilayah-
nya. Desa merancang program dan kegiatan serta sub-Kegiatan
dalam pemenuhan hak masyarakatnya disertai juga dengan
anggarannya, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan berupa
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes). Alur perencanaan pembangunan desa
tadi jelas sekali merupakan pelaksanaan prinsip “One Village, One
Plan, One Budget” sebagaimana diatur dalam UU Desa. Jika desa
menunaikan tanggung jawab pembangunan dengan baik, maka desa
akan langsung berperan penting memenuhi hak-hak masyarakatnya
atas pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan.

Namun di sisi lain, meningkatnya sumber daya dan sumber
dana yang dikelola desa memperbesar risiko terjadinya
penyimpangan penggunaan dana. Hal ini terjadi karena pendapatan
desa menurut UU Desa, mendapat tambahan dana dari 3 (tiga)
sumber pendapatan: bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten, Alokasi
Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan
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BAGIAN 1

PEMAHAMAN TENTANG
DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

A. Latar Belakang

Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan,
desa selalu ditempatkan dalam posisi marginal baik oleh pemerintah
maupun oleh kelompok elit perkotaan. Marginalisasi tersebut
disebabkan berbagai keterbatasan yang disandang masyarakat desa,
seperti tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, pendapatan
perkapitanya kecil, maupun fasilitas sosial yang dimilikinya.
Keterbatasan yang disandang desa tersebut tampaknya cenderung
dipertahankan (status guo), dengan asumsi untuk memperoleh
keuntungan dari kondisi semacam itu, yaitu untuk menciptakan posisi
tawar yang lemah bagi desa terhadap kekuasaan supradesa. Lebih jauh
lagi secara administratif pemerintahan, desa lebih diposisikan sebagai
obyek kekuasaan. Dari segi politis selama ini desa dijadikan tempat
pengumpulan suara pada waktu pemilu, setelah itu dilupakan.
Sedangkan secara ekonomis, desa dipandang sebagai sumber bahan
baku dan tenaga kerja yang murah.

Penyeragaman dalam pengaturan Pemerintahan Desa pada
masa lalu telah menjadikan rendahnya partisipasi masyarakat desa
dalam melaksanakan pembangunan desa dalam era otonomi saat ini.
Kreativitas dan partisipasi tersebut sangatlah dibutuhkan dalam
pelaksanaan otonomi desa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar
desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih EE@
merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan
pada aturan Hukum Adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang
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Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat

(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)
lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesy,
dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah deg
dapat menjalankan 3 (tiga) peran utamanya yaitu: 1) sebagai m:.:rg.,
perantara, 2) sebagai pelayan masyarakat, dan 3) sebagai age
pembaharuan (Wasistiono, 1996:27).

Pada awalnya Desa memiliki otonomi tradisional, artinya des;
menmiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepenting;;
masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat
Hakekatnya otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonom;
desa merupakan otonomi yang telah ada sejak desa itu terbentuk
berdasarkan adat istiadat dan tidak merupakan penyerahan dari
pemerintah. Dengan demikian, otonomi desa dikatakan sebagzi
otonomi murni. Akan tetapi seiring dengan perubahan penyeleng
garaan pemerintahan di tataran supradesa, dari waktu ke waktu

semakin terkikis pula otonomi yang dimiliki oleh desa.

Urusan rumah tangga desa diperoleh tidak berdasarkan asas
desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku.
Ndraha (1991:67-68) membuat kesimpulan mengenai karakteristik
urusan-urusan rumah tangga desa sebagai berikut:

1. Secara tradisional berdasarkan adat setempat menjadi urusan
rumah tangga desa.

2. Dalam menyelenggarakannya (mengatur dan mengurus) desa
mempunyai kedudukan dan peranan desisif dan responsible.

3. Bukan merupakan urusan pemerintahan yang lebih tinggi.

4. Tidak bertentangan dengan ketentuan resmi yang berlaku dan
lebih tinggi.

5. Berada dalam batas-batas kemampuan desa.

6. Perlu dilakukan guna menunjang, melanjutkan atau dalam rangka
penggunaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang
lebih atas.

7. Bersifat mendesak, darurat, dan sebagainya, kendatipun secarad
hukum atau administratif urusan itu adalah urusan instansi yang
lebih atas guna keselamatan, keamanan, dan ketertiban
masyarakat desa yang bersangkutan.
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Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat
(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)

Desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan
nasional, oleh karena itu pengembangan sistem pemerintahan desa
yang sesuai dengan perubahan paradigma penyelenggaraan
pemerintahan menjadi tanggungjawab Pemerintah. Dengan demikian
pemerintah  dituntut mampu merumuskan konsep  strategi
pengembangan desa di masa yang akan datang. Strategi jangka
panjang yang harus diambil adalah menetapkan secara tegas
kedudukan organisasional pemerintah desa. Secara politik hal ini
sudah mulai nampak dalam Tap MPR RI No.IV/MPR/2000
khususnya rekomendasi No. 7 maupun pasal 18 (a,b,c) UUD 1945
Amandemen II:

“Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan
kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya
perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat
mendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya
penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk
pemberian otonomi bertingkat terhadap Propinsi,
Kabupaten/Kota serta Desa atau nama lain seperti
Nagari/Marga, dan sebagainya”.

Secara implisit pemerintah nasional sebenarnya telah
melakukan perubahan secara mendasar terhadap pengaturan
mengenai desa dan pemerintahannya. Desa saat ini berada dalam
masa transisi dari “Otonomi Pengakuan Menuju Otonomi
Pemberian”. Beberapa indikasi perubahan tersebut antara lain berupa
pemberian sumber keuangan desa yang berasal dari sumber keuangan
negara yang disalurkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), pengisian
Sekretaris Desa oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), adanya urusan
pemerintahan kabupaten/kota yang Pengaturannya Diserahkan
kepada desa, dimasukkannya peraturan desa dalam tata urut
peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian Tugas
Pembantuan (Medebewind) kepada desa.

Pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, desa diberi Bantuan dari dana perimbangan
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BAGIAN 2

PEMAHAMAN TENTANG
KEWENANGAN DESA

A. Pengertian Dasar Kewenangan Desa

1. Apa Kewenangan Desa itu?

Sebelum mengerti kewenangan desa lebih baik kita meng
dahulu istilah kewenangan. Pengertian kewenangan menurut Ka;:;
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasaan ya
dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam konsep huky
administrasi negara kewenangan (au thority) merupakan kemampe:
untuk menjalankan ketentuan hukum positif, yang menyebabl
terbentuknya relasi hukum antara negara dengan warga negx:
Dengan demikian maka kewenangan pada dasarnya kekuasaan d:
tanggung jawab yang dimiliki oleh entitas hukum untuk melakuk
tindakan-tindakan hukum yang mewakili negara ke warga negara é:
pihak lainnya.

Secara lugas juga bisa diartikan bahwa kewenangan itu b
untuk melakukan sesuatu melalui kekuasaan dan tanggung jaw:
yang dilindungi oleh keabsahan hukum yang kuat (Eko, 2014%
Dalam konteks desa maka dapat dipahami bahwa kewenangan ds
diartikan sebagai kekuasaan dan tanggung jawab desa sebagai ent®
hukum untuk mengatur dan mengurus desa. Istilah mengatur meru®
pada tindakan menetapkan norma hukum di desa tersebut. Sedangk
istilah mengurus merupakan tindakan tanggungjawab de
memperhatikan, melindungi dan melayani kepentingan masyar¥
desa.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan adalah apa v
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuas?
Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuas?

-
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Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat
(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)

Eksekutif/ Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap
segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu
bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat,
sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.
Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang
adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.

2. Mengapa Harus Ada Kewenangan Desa?

Desa-desa di Indonesia sudah lahir, tumbuh dan berkembang
jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945, Karena itu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Desa dengan tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan
menjadi subordinat kabupaten, melainkan berada di wilayah
kabupaten. Atas dasar kedudukan seperti ini maka desa masa lalu
pasti sudah memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan
tindakan-tindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
desa. Masa kini dan masa depan, desapun masih memiliki kehendak
untuk memikirkan kepentingan masyarakat desa. Karena itu negara
melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Desa, mengakui
dan menghormati bahwa desa memiliki kewenangan desa.
Kewenangan desa ini bukan pelimpahan dari pemerintahan
supradesa, tetapi rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas
(penghormatan) dari negara.

Dari penjelasan ringkas di atas diketahui, bahwa alasan harus
ada kewenangan desa karena dua hal, yaitu; 1) mandatori UU Desa, 2)
mandatori asas rekognisi dan subsidiaritas. Pertama, mandatori UU
Desa. Kewenangan desa secara jelas sudah diatur dalam UU Desa dan
peraturan teknis turunannya, yaitu: a) Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 33-39) jo
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 (Pasal 39), b)
Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 1/2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa.
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BAGIAN 3

PEMAHAMAN TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia pada dasarnya adalah upaya
pemenuhan keadilan bagi Rakyat Indonesia, dimana pembangunan
dilaksanakan mengikuti rencana besar Bangsa Indonesia melalui
perencanaan  nasional, perencanaan provinsi, perencanaan
kabupaten/kota hingga ke perencanaan di level desa. Tatanan tentang
Perencanaan Pembangunan Indonesia diatur dalam Undang-Undang
(UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) yang secara tegas dan legal menjamin aspirasi
masyarakat dalam mewujudkan partisipasi pembangunan sebagai
sebuah kesatuan yang mengatur dan memadukan hasil keputusan
politik maupun kepentingan teknokratis secara bersama-sama dalam
wujud dokumen perencanaan.

Aspirasi dan kepentingan masyarakat dirumuskan melalui
proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin
kedaulatan rakyat dalam berbagai program dan kegiatan
pembangunan hingga ke level terendah yaitu desa. Perencanaan
partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan
politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara
masyarakat dan pemerintah.

Dalam perkembangannya, lahirlah  Undang-Undang (UU)
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa
perencanaan pembangunan harus dilakukan di setiap desa dan
menjadi kewajiban desa untuk menyelenggarakan perencanaan
pembangunan yang sistematis dan menyeluruh. Sebenarnya sejak
dulu setiap desa wajib menetapkan dokumen perencanaan yang
partisipatif, akan tetapi kondisi desa pada waktu dulu sangat tidak
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(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)
memungkinkan untuk menyusun dokumen perencanaan secar;,
karena terkendala kepastian anggaran yang dimiliki desa
mengeksekusi semua program dan kegiatan yang telah disusun ¢,
dokumen perencanaan. Pada awal tahun 2010 pernah m,
“Program Perencanaan Sistem Pembangunan Partisipatis (P2
sebagai awal diintegrasikannya program pembangunan dg
memadukan pendekatan teknokratis, politis dan partisipatif.

Perencanaan pembangunan yang terintegrasi menjadi
utama dan menjadi makna inti dari pembangunan desa s
menyeluruh. Pasca keluarnya Undang-Undang tentang Desa, 1, |
dorong energi baru dimana setiap desa harus memiliki “Semangat;
Desa dalam Satu Perencanaan dan Satu Penganggaran”, dir,
semua perencanaan desa harus partisipatif dan politis serta prog- ,
dan kegiatan yang disusun adalah riil dari partisipasi masyarakaty .
tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan desa d: ,
bentuk “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP JMDe

Desa sekarang telah memiliki kewenangan yang cukup be
dimana menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 6 Ta! ;
2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa ad
Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, v+
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum y
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur , ;
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat seten
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerint .
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kewena!
yang besar tersebut, desa dalam perkembangannya harus ma-i
menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibat -
semua pemangku kepentingan yang ada di desa.

Sejarah perkembangan desa menjelaskan bahwa bet
pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyusé
rencana pembangunan desa baru dimulai dari program-program? *
bersifat pemberdayaan namun program pemberdayaan ters’
bersifat “top-down”. Program-program pemberdayaan ters "
dijalankan karena ada stigma atau pandangan yang menjelss -
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bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa selama
ini kurang efektif meskipun sudah banyak program pemberdayaan
yang &mm_oionrm: seperti “Program Inpres Desa Tertinggal (IDT),
Proyek Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT), dan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Pedesaan” yang merupakan langkah awal dari upaya membangun
desa melalui masyarakat atau yang lebih dikenal dengan “Community
Development (CD)”. Pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan
melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
dan juga evaluasi dalam perkembangannya sudah dirasa cukup efektif
sebab sudah mulai terbangun tradisi melibatkan masyarakat, tradisi
pembangunan yang berorientasi dengan kebutuhan masyarakat agar
inti dari tujuan pembangunan dapat terwujud dengan sendirinya.
Paradigma lama yang ditanamkan dalam penyusunan
kebijjakan perencanaan dan pembangunan desa menggunakan
pendekatan bahwa “Masyarakatlah Yang Menjadi Motor Penggerak
Pembangunan Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Istilah Community
Driven Development (CDD)”. Dengan lahirnya Undang Undang (UU)
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengawali era baru dalam
pembangunan, dimana “motor penggerak pembangunan bukan lagi
pada masyarakat namun pada Pemerintah Desa (Pemdes) atau yang
lebih dikenal dengan istilah Village Driven Development (VDD)".
Dengan diberlakukannya  paradigma “Village Driven
Development (VDD)” atau motor penggerak pembangunan ada pada
Pemerintah Desa (Pemdes), dalam pelaksanaan pembangunan, proses
perencanaan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembangunan
dimana nilai-nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang
dulu pernah berlaku melalui paradigma “Community Driven
Development (CDD)” tidaklah menjadi hilang namun makin mem-
perkuat Pemerintah Desa (Pemdes) dalam penyusunan perencanaan
pembangunan dengan lebih otonom serta menjalankan prinsip “Dari
Desa, oleh Desa, dan untuk Desa”. Hal ini sangat jelas terlihat dalam Pasal
80 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan
mengikutsertakan masyarakat desa, dan dalam menyusun peren-
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BAGIAN 4

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

A. Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Meneng,
Desa (RPJMDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag:
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, ya
menyatakan bahwa Rancangan Rencana Pembangunan Jang
Menengah Desa (RPJMDes) memuat visi dan misi Kepala D«
(Kades), arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiat:
yang meliputi bidang “Penyelenggaraan Pemerintahan Des,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakaty
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Dalam penyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Kepil
Desa (Kades) mengikutsertakan unsur masyarakat Desa denga
mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dz
kegiatan kabupaten/kota. Alur penyusunan Rencana Pembangunz
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat digambarkan seperti berik:
ini.
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Gambar 4.1
Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Berdasarkan Permendagri No, 114/2014

. @

Penyelarasan arah @ \
Pembentukan E> Kebijakan E:\, Pengkajian
)
lim penyusun Pembangunan Koadaan Desa
) ) Kab/Kota
] @—\L_\
g Penyusunan
Penvusunan Rencana Penyusunan B
Pembangunan Desa ¢| Rancangan @ Rerx ';:" ’I'J{n TIH r""mm
Melalui Musy. Perenc. RPJM Desa Nt i
Pemb. Desa P -
Ml

B. Tahapan Penyusunan Rencana 'Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes)

Lalu bagaimanakah tahapan yang harus dilakukan dalam
proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes)? Berikut ini tahapan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes):

1. Pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes);

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan
kabupaten/kota;

3. Pengkajian keadaan Desa;

4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah
Desa (Musdes);

5. Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes);

6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah

perencanaan pembangunan Desa; dan
7. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes).
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Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota;
Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

il ol ol o

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan
memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/
Kota yang akan masuk ke Desa kemudian dikelompokkan menjadi
pidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa,
pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa. Hasil pendataan dan pemilahan difuangkan dalam format data
rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke
Desa.

3. Tahap III: Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka
mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Adapun kegiatan
pengkajian keadaan desa meliputi:

a. Penyelarasan data Desa diantaranya meliputi:

1) Pengambilan data dari dokumen data Desa yang meliputi:
Sumber daya alam, sumber daya -manusia dan sumber daya
pembangunan.

2) Perbandingan data Desa dengan kondisi terkini.

Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa

sebagai lampiran pengkajian desa yang akan dijadikan bahan

masukan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
b. Penggalian gagasan masyarakat;

Dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendaya-

gunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil

penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam
merumuskan usulan rencana kegiatan yang  meliputi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa. Proses penggalian gagasan dilakukan- secara
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Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat

(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)

i, Contoh Peraturan Desa tentang RPJM Desa

34
4, .7 "

PEMERINTAH KABUPATEN .........

KECAMATAN ...ccoovennenn
PERATURAN DESA (PERDES) ......cue0t
NOMOR ..... TAHUN ........
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

Menimbang

Ummp aresnsane HEAE feasesvany LA L L L)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (KADES) ............,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3)
Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa
(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) ditetapkan dengan Peraturan Desa
(Perdes);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tentang
Pedoman Pembangunan Desa pada pasal 4 ayat
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) ditetapkan dengan Peraturan
Desa (Perdes);

c. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan
desa berjalan efektif, efisien dan terarah serta
mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala
prioritas dalam  bidang penyelenggaraan
pemerintah  desa, pembangunan  desa,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat, maka  diperlukan  Rencana
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Mengingat

184

Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat
(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)

Pembangunan  Jangka Menengah Des,
(RPJMDes);

bahwa  Rencana Pembangunan  Jang,
Menengah Desa (RPJMDes) tersebut merupakap,
Rencana strategis pembangunan desa jangk,
waktu 6 (enam) tahun yang merupakay
penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Prograp,
dan Kegiatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimang
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dap
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa
(Perdes) tentang Rencana Pembangunan Jangks
Menengah Desa (RPJMDes) Desa ......... Tahun

............

Undang-Undang (UU) Nomor ..... Tahun ...
tentang’ Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten ............ :

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan  Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran  Negara  Republk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014

Serial llmu dan Terapan Pemerintahan
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Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat
(peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)

7. Contoh Surat Keputusan Tim Penyusun RPJM Desa

Menimbang:

Serial Ilmu dan Terapan Pemerintahan

Ecwbﬂ.amz SessseRERRI bR RN RIRIRRRRARIRRS
KEPUTUSAN KEPALA DESA (KADES)....cccc0.
zogow (IR R LA L) qzmcz lllllll seBeeRe

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

TAHUN 20.....-20........

KEPALA DESA (KADES) ...........,

a.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang (UU) Desa
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BAB VII, pasal
114-117, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43
tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014
tentang pedoman pembangunan desa, Desa
diwajibkan  memiliki dokumen  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
dan perencanaan tahunan desa (RKPDes);

Bahwa sesuai dengan pasal 7 poin 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114
Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan
desa, penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
diawali dengan tahapan pembentukan Tim
Penyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes);
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perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat
(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)

j1.  Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

BERITAACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA

cAatan dengan  penyusunan - Rancangan RKP  Desa di  Desa._.... ..
amatan oo KADUPALEN/ KOWrns PrOVINE i civasssomimn pada:

Hari dan tanggal : .

Jam

Tempat
- diadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur

anckat desa BPD, wakil-wakil dari kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

\stert vang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang bertidak
sk unsur pemimpin dalam musyawarah Desa ini adalah:
A Maten
Contoh

€

B Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya - dari

Notulen . dari

Narasumber o 1 dari
2 dari
3 .dst

welah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
wrencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
wnir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa, yaitu:

lemubaan Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan
¥Sagaimana mestinya.
tanggal

Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa

Wakil Masyarakat

“tia] [y dan Terapan Pemerintahan 21

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat
(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)

3. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatap
dan Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten /Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan
yang tidak sesuai dengan rencana anggaran
yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, karena
adanya perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan, perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran

reeny

Mengingat - S -
B wap
O s dan seterusnya;
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(Peran Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat)

. Format Kode Rekening

)

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub-Bidang, dan Keglatan

Kode 17 Bidang, Sub Bidang dan Keglatan m
Rekening _
_ | BIDANG  PENYELENGGARAAN — PEMERINTAHAN |
o | pesAa_ .
“ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa _n:,:,.»_.._
m sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk |
_ mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan |
| | Desayang mencakup: ]
1] Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
1 Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
.“l 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
g i Desa
1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa
1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan
, Perangkat Desa
5 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
_ Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan
perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon,
| dll)
7 1 1| 05 | Penyediaan Tunjangan BPD
TN E 06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,
1 makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian
| Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
11 - 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1|1 90- | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja
7 99 | Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional
| Pemerintahan Desa
1i=2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
__ Desa
1'1'2 | 01 | Penyediaan sarana (aset tetap)
| wmaxmnsqm:\ﬁmgmlam:ms
FJFN 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
12 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan
et Gedung/Prasarana Kantor Desa**
I'1 2 | 90- | lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana
~—— 99 | pemerintahan Desa*
~_
bl3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan
TT= Sipil, Statistik dan Kearsipan
3 | 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran,
~1_ Kartu Keluarga, dll)
1l lmy dan Terapan Pemerintahan 251
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10. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa

LAMPIRAN

PERATURAN DESA......
NOMOR....TAHUN........

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..........

TAHUN ANGGARAN ......
Contoh:
BERTAM | uz
, BAH/ =
SEMULA - MERJADE ezvxia | .
) AN T
KODE REKENING TaRcaR]
KELUARAN/ ANGGARAN KELUARAN/ RAR |
URAIAN OUTPUT (Rp.} URAIAN OUTPUT | {kp) !
VOLUME | BATUAN . VOLUME | SATUAN | - e
1 2 3 : 4 s 5
b c a b c d ’
B
............ eSSt
Kepala Desa............c-..

Keterangan cara pengisian:

Kolom 1:
Kolom 2:
Kolom 3:
Kolom 4:
Kolom 5:
Kolom 6:

270

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
diisi uraian seluruh uraian dan anggaran sebelum perubahan.

diisi seluruh uraian dan anggaran setelah perubahan

diisi dengan besaran anggaran yang berubah

diisi dengan sumber dana

Serial Ilmu dan Terapan Pemerintahan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Serial Hlmu dan Terapan Pemerintahan

PERENCANAAN

~\_——~— PEMBANGUNAN

BERBASIS

N CQUES T A~ MASYARAKAT

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan suatu panduan atau
model penggalian potensi dan gagasan Pembangunan Desa yang
menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan
proses pembangunan. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksudkan
untuk membantu menemukenali kebutuhan primer, sekunder serta
tersier dari masyarakat desa, merumuskan strategi baik jangka pendek,
jangka menengah maupun jangka panjang, dan mengelola perubahan
mental dan fisik yang terjadi pada masyarakat desa dalam kerangka
perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Adapun bahasan materi dalam buku ini terdiri dari 7 (tujuh) Bagian
yaitu: Bagian 1 membahas mengenai sejarah desa, pengertian desa,
ruang lingkup pemerintahan desa dan pemerintah desa. Bagian 2
membahas mengenai kewenangan desa. Bagian 3 membahas mengenai
konsep dan definisi perencanaan pembangunan desa. Bagian 4
membahas mengenai penyusunan dokumen perencanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Bagian 5 membahas
mengenai penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDes). Bagian 6 membahas mengenai
perencanaan pembangunan desa berbasis masyarakat yang meliputi
peran pemerintah desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
peran Lembaga Masyarakat Desa (LMD), dan Masyarakat dalam
perencanaan pembangunan desa. Bagian 7 membahas mengenai

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam
mendukung perencanaan desa.
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